
BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber-Sumber Dana Pendidikan di SMA Negeri Punung

Sumber  pendapatan  di  SMA  Negeri  Punung  tercantum  dalam 

RAPBS.  Sumber  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pemerintah  Pusat 

melalui  APBN,  Pemerintah  Provinsi  melalui  APBD  Provinsi,  dan  APBD 

Kabupaten Pacitan.  Sumber pendapatan dari pemerintah berupa BOMM 

yang  diperoleh  melalui  pengajuan  proposal.  Selain  dari  pemerintah, 

masyarakat  dan  orang  tua  murid  mempunyai  partisipasi  yang  besar 

terhadap pendanaan sekolah dengan cara memberikan dukungan dana 

untuk pelaksanaan program-program sekolah.

2. Alokasi dan Relisasi Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Punung

Alokasi  dana untuk  pembiayaan  pendidikan  secara  umum 

bertujuan  untuk  memeratakan  pendidikan  dan  dilakukan  untuk 

peningkatan  mutu  pendidikan.   Pengalokasian  dana  dilakukan  secara 

efisiensi yaitu menggunakan anggaran sesuai dengan RAPBS yang telah 

ditetapkan  untuk  mengantisipasi  keterbatasan  dalam  anggaran, 

mekanisme  yang  ditempuh  di  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan 

dengan benar, efektif dan efisien.
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Penggunaan  anggaran  memperhatikan  azas  umum pengeluaran 

sekolah,  dengan mengacu  pada RAPB dan berdasarkan skala  prioritas. 

Setiap pelaksanaan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja,  ada 

ikatan-ikatan yang berupa pembatasan-pembatasan,  larangan-larangan, 

keharusan-keharusan,  Kepala  sekolah  tetap  memperhatikan  prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan sekolah,  dan dialokasikan sesuai  dengan 

pos-pos yang ada. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara 

atas perintah kepala sekolah. Pengelolaan dana di luar pos yang sudah 

ditetapkan, dilakukan berdasarkan kebijakan kepala sekolah dengan tetap 

memperhatikan skala prioritas. 

3. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan di SMA Negeri Punung

Pertanggung jawaban keuangan sekolah  dibuat  oleh bendahara 

dan Kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah  setiap bulan, disertai 

dengan kelengkapan dan berbagai  data pendukung, yang berupa bukti 

pengeluaran, dan perincian pengeluaran keuangan.  Selain dalam bentuk 

laporan bulanan, pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat secara 

berkala  dalam  bentuk  laporan  triwulan  dan  lapaoran  tahunan. 

Penyampaian laporan bulanan kepada masyarakat disampaikan dengan 

cara  ditempel  pada  papan  pengumuman,  sehingga  setiap  masyarakat, 

melalui siswa dan komite sekolah dapat membaca laporan keuangan.
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B. Implikasi

1. Sumber-Sumber Dana Pendidikan di SMA Negeri Punung

Jika kepala sekolah mampu menggali sumber-sumber pendapatan 

tanpa  menggantungkan  pada  dana  yang  bersumber  dari  pemerintah, 

maka sekolah semakin mandiri.

2. Alokasi dan Relisasi Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Punung

Jika kepala sekolah mampu mengelola keuangan sekolah dengan 

menentukan  skala  prioritas  yang  tepat,  maka  pengelolaan  keuangan 

sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban Dana Pendidikan di SMA Negeri Punung

Jika  sekolah  membuat  laporan  pertanggung  jawaban  secara 

teratur,  transparan,  dan  akuntabel,  maka  hal  ini  dapat  meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan sekolah. 

C. Saran-Saran

1. Untuk Pemerintah

Sumber  pendapatan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Pusat, 

Provinsi,  dan  Kabupaten  telah  cukup  untuk  membiayai  operasional 

sekolah, untuk itu ketersediaan dana oleh pemerintah perlu ditingkatkan 

agar biaya lain yang belum tersedia misalnya pengembangan sarana dan 

prasarana dapat dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya.
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2. Untuk Masyarakat

Peran masyarakat dalam menunjang sumber pendapatan sekolah 

sudah cukup baik, namun disarankan agar partisipasi tersebut tidak hanya 

terbatas  pada  pembiayaan  sekolah,  namun  bisa  ditingkatkan  pada 

pengelolaan pembelajaran. 

3. Untuk Kepala Sekolah

Upaya kepala sekolah untuk menggali sumber pendapatan sudah 

baik,  namun sumber  pendapatan  dari  masyarakat  dan  orang  tua,  bila 

memungkinkan dikurangi, sehingga mengurangi beban masyarakat
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